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Arahan peraturan zonasi un
. tuk kawasan produksi gaimana
:xmaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: o gy
- (AlanIPKm)l lJl:enma-:glatnn ruang untuk ljin Usaha Pemanfaatan Kawasan
= ,faatan Has; l‘:’c:mam',aamn Jasa Lingkungan (IUPJL), ljin Usaha
man utan Kayu (lUP_l:{HK). ljin Usaha Pemanfaatan Hasil
BK), ljin Usaha Pemungutan Hasil Hutan

ketentuan peraturan pemndang-undangan;

c. Arahan bangu
s pembangunan sarana dan prasarana dibatasi hanya untuk
menunjang kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemungutan hasil hutan;

d. ll::nyelesa.ian hak‘ ulayat dan penguasaan tanah yvang berada di dalam
wasan hutan di tetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi: 5 o

a. Pelarangm:x alih fungsi kawasan pertanian lahan basah dan pertanian
!ah.an kepng yang sudah ditetapkan kecuali untuk pembangunan sistem
jaringan infratruktur dan prasarana pemerintah dan fasilitas umum.

b. Peningkatan produkivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pertanian

c. Pada sawah berigasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian
:;naman pangan berkelanjutan tidak boleh dilakukan alih fungsi

wasan.

d. sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap
dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;

e. kawasan pertanian tegalan, kebun campur dan sawah tadah hujan secara
spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang
produktif yang diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara
langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan
lahan campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang
perkebunan dalam skala kecil; A

f. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

g kawasan hortikultura buah-buahan !mn.!s dikembangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi denggn mengembalikan
berbagai jenis komoditas yang menunjukan ciri khas dagrg.h; :

h. pengembangan penyedia bibit, pengembangan wilayah bibit ternak sapi
perah dan tersedianya hijauan makanan ternak (HMT);
pengembangan pusat pengembangan pemasaran produk penernakan. sedanna
pengembangan sapi perah dan pasar agrobis sektor peternakan;
pengembangan pembibitan ternak perdesaan.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan pe_mntuknn perkebunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d m‘“‘:‘l:“ . T

3 dialihfungsikan

a. kawasan perkebunan telah ditetapkan tidak bol Sehagul shciiriang
kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai pen
pariwisata dan penelitian; bersifat

jenis tanaman perkebunan yang

b. mmwwmjmm%mmm
berlokasi di hulu/daerah kawasan resapan air.

Arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

96



xﬂ!‘nvi‘!'-.ulq-.
:) ..-Jl_u.v o Y.qwr-‘ “(‘U Qr "“)37
M

2

ndiicast sraha

97



